
 

 

 

SALINAN 

NOMOR 42, 2015 
 

 
 

 

PERATURAN WALIKOTA MALANG 

NOMOR    41   TAHUN 2015 

TENTANG 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2014 

 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA MALANG, 

 
Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 8 

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor   Tahun 2015 tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2014, perlu 

menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2014; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  1950  tentang  

Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan 

Propinsi Jawa Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah 

Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004  Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
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4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                  

Nomor 5234); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia                    

Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4028); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659) 

sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara   
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Republik   Indonesia   Tahun   2006 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang         

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4575); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2010 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010                     

Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5155); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4593); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006                  

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4614); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, 

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala daerah 

Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada 

Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia                      

Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4693); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5219); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia                          

Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5272); 

19. Peraturan Preseiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12                

Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan; 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan bantuan Sosial yang 

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 39 Tahun 2012; 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014; 

23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 84/PMK.07/2008 

tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau 

dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi  Dana Bagi Hasil 

Cukai Tembakau sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 20/PMK.07/2009; 

24. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kota Malang Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan 

Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 62) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 

Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2014 

Nomor 12); 

25. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 15 Tahun 2010   

tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 

(Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 1  Seri 

B, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 11); 
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26. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010   

tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang      

Tahun 2010 Nomor 2 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah 

Kota Malang Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2015 

(Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2015 Nomor 2, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 16); 

27. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2011   

tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah                 

Kota Malang Tahun 2011 Nomor 1 Seri C, Tambahan 

Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 1); 

28. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2011   

tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah                   

Kota Malang Tahun 2011 Nomor 2 Seri C, Tambahan 

Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 2); 

29. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2011   

tentang Retribusi Perijinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota 

Malang Tahun 2011 Nomor 3 Seri C, Tambahan Lembaran 

Daerah Kota Malang Nomor 3); 

30. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2013      

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah              

Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota Malang       

Tahun 2013 Nomor 7); 

31. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 14 Tahun 2014 

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota 

Malang Tahun 2014 Nomor 14); 

32. Peraturan Walikota Malang Nomor 46 Tahun 2013 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota Malang 

Nomor 46 Tahun 2013); 

33. Peraturan Walikota Malang Nomor 26 Tahun 2014 tentang 

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota 

Malang Tahun 2014 Nomor 26); 
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34. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2015  

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 

(Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2015 Nomor 4); 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014. 

 
Pasal  1 

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2014, terdiri atas : 

1. Pendapatan  
    

 a.Pendapatan Asli 

Daerah 

Rp.   372.545.396.292,03   

 b.Dana Perimbangan Rp. 1.329.108.236.363,00   

 c.Lain-lain 

Pendapatan yang 

Sah 

Rp.    63.211.057.000,00   

     Jumlah Pendapatan Rp.  1.764.864.689.655,03 

2. Belanja      

 a. Belanja Operasi   

  - Belanja Pegawai Rp. 877.246.394.701,58   

  - Belanja Barang Rp. 361.001.601.091,94   

  - Belanja Bunga Rp. 0,00   

  - Belanja Hibah Rp. 44.148.137.497,80   

  - Belanja Bantuan 

Sosial 

- Belanja Bantuan 

Keuangan 

Rp. 

 

Rp. 

1.402.739.630,00 

 

647.332.837,92 

  

 b.Belanja Modal Rp. 318.462.052.422,00   

 c.Belanja Tidak 

Terduga 

Rp. 13.261.351.000,00   

 d.Transfer Bagi Hasil 

Ke  Desa 

Rp. 78.330.600,00   

  Jumlah Belanja     (Rp. 1.602.999.850.132,14) 

                 Surplus Rp.   161.864.839.522,89                                                                                                                     
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3. Pembiayaan     

 a. Penerimaan Rp. 182.754.567.308,28  

 b. Pengeluaran Rp. 21.633.656.453,50  

        Pembiayaan Netto Rp.   161.120.910.854,78 

 Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun 

berkenaan 

Rp.   322.985.750.377,67 

 

Pasal  2 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, 

sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Walikota ini. 

 
Pasal  3 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dirinci 

lebih lanjut ke dalam Penjabaran laporan realisasi anggaran. 

 
Pasal  4 

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, 

sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Walikota ini. 

 

Pasal  5 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah. 

 

Ditetapkan di Malang 

pada tanggal  23   Juli   2015 
 

WALIKOTA MALANG, 

ttd. 

H. MOCH. ANTON 

Diundangkan di Malang 

pada tanggal   23   Juli    2015 
 

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG, 
 

                   ttd. 

 
      Ir. CIPTO WIYONO, M.Si 

Pembina Utama Madya 
NIP. 19620331 199003 1 003 

 
BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2015 NOMOR  
 

  

 Salinan sesuai aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 

 

 
TABRANI, SH, M.Hum. 

Pembina 
NIP. 19650302 199003 1 019 

 


